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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan, faktor-
faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan tersebut, serta implikasinya terhadap pelaksanaan 
pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti di 
Kabupaten Banjarnegara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi 
kasus yang dilaksanakan pada 2026. Informan utama terdiri atas dua Penyuluh Kepercayaan 
yang aktif mengajar pada satuan pendidikan formal, dengan dua kepala sekolah sebagai 
informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan 
dan verifikasi kesimpulan. Kredibilitas temuan diperiksa melalui triangulasi teknik dan 
perbandingan informasi dengan kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan keterbatasan 
honorarium, kepastian status kerja, pengakuan kelembagaan, sarana pembelajaran, dan 
pengembangan profesional. Regulasi dan pengakuan kelembagaan merupakan tema yang 
paling menonjol dalam wawancara, diikuti dukungan sarana dan pengembangan profesional, 
dukungan sekolah, serta faktor ekonomi. Kedua penyuluh tetap mengajar, menyiapkan bahan 
ajar, mengikuti pelatihan, dan mendampingi peserta didik meskipun sebagian kebutuhan 
operasional ditanggung secara pribadi. Keterbatasan kesejahteraan berkaitan dengan 
pembagian waktu dan energi, ruang pengembangan pembelajaran, serta pemerataan dan 
keberlanjutan layanan. Temuan memperlihatkan kesenjangan antara pengakuan fungsional 
terhadap tugas mengajar dan dukungan kelembagaan terhadap pelaksananya. Penguatan 
kesejahteraan memerlukan kejelasan kedudukan, dukungan ekonomi dan operasional, 
penyediaan sarana, serta pembinaan profesional yang terkoordinasi. 
Kata kunci: Kesejahteraan Pendidik, Penyuluh Kepercayaan, Pendidikan Kepercayaan, Pengakuan 
Kelembagaan, Banjarnegara 
 

PENDAHULUAN 

Pemenuhan layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

Budi Pekerti bergantung pada tersedianya tenaga pendidik yang dapat menjalankan 

pembelajaran secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

27 Tahun 2016 memberikan dasar penyelenggaraan layanan tersebut pada satuan pendidikan. 

Akan tetapi, tersedianya dasar pengaturan layanan perlu dibedakan dari tersedianya kondisi 

kerja yang mendukung tenaga pelaksananya. Dalam konteks ini, persoalan kesejahteraan 

Penyuluh Kepercayaan tidak hanya menyangkut kepentingan pekerja, tetapi juga menyangkut 

kemampuan satuan pendidikan menyediakan pembelajaran bagi peserta didik penghayat 

kepercayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). 

Kajian layanan pendidikan penghayat menunjukkan bahwa pengakuan kebijakan 

belum selalu diikuti pelaksanaan yang memadai. Noviana (2023) mengidentifikasi persoalan 

akses layanan di Gunungkidul dan menekankan kebutuhan sosialisasi, pendataan peserta 

didik, serta penyiapan pendidik. Novianto dan Indrianingrum (2024) menemukan kendala 
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komunikasi, sumber daya manusia, dan sikap pelaksana dalam implementasi Pendidikan 

Kepercayaan di wilayah yang sama. Kajian Armayanto et al. (2023) mengenai distribusi hak 

layanan di Ponorogo menempatkan pelayanan penghayat dalam persoalan kewargaan yang 

lebih luas. Ketiga kajian tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak membutuhkan 

pengaturan pelaksanaan, sumber daya, dan hubungan kelembagaan yang dapat bekerja di 

tingkat lokal. 

Dalam penelitian ini, Penyuluh Kepercayaan adalah pelaksana yang mengampu 

Pendidikan Kepercayaan pada satuan pendidikan formal. Istilah tenaga pendidik digunakan 

untuk menunjukkan fungsi mengajar yang mereka jalankan, tanpa mengasumsikan kesamaan 

status administratif dengan guru tetap. Pembedaan tersebut diperlukan karena pelaksanaan 

tugas, penerimaan di sekolah, sertifikasi kompetensi, dan pengangkatan kepegawaian 

merupakan bentuk pengakuan yang berbeda. Seorang penyuluh dapat diberi jadwal mengajar 

dan tanggung jawab evaluasi, tetapi belum tentu memperoleh kepastian hubungan kerja atau 

dukungan operasional yang sebanding dengan tugasnya. 

Literatur kesejahteraan pendidik menyediakan dasar untuk memahami persoalan ini 

secara multidimensional. Hascher dan Waber (2021) menunjukkan keragaman 

konseptualisasi kesejahteraan guru, sedangkan Ozturk et al. (2024) menegaskan perlunya 

pendekatan holistik yang mempertemukan pengalaman personal dan kondisi profesional. 

Kurrle dan Warwas (2025) juga mengidentifikasi ketidakseragaman definisi dan dimensi 

kesejahteraan dalam penelitian mutakhir. Karena itu, keterbatasan pendapatan tidak cukup 

dijadikan satu-satunya penanda kesejahteraan, sebagaimana komitmen mengajar tidak cukup 

dijadikan bukti bahwa seluruh kebutuhan kerja telah terpenuhi. 

Kesejahteraan dalam penelitian ini mencakup kondisi ekonomi, keamanan dan 

kepastian kerja, hubungan sosial, penghargaan terhadap peran, sarana pembelajaran, serta 

kesempatan pengembangan kompetensi. Kerangka ini sejalan dengan tinjauan Nwoko et al. 

(2023), yang menempatkan kesejahteraan kerja guru dalam hubungan dengan faktor personal 

dan lingkungan pekerjaan. Meta-analisis Zhou et al. (2024) memperlihatkan keterkaitan 

kesejahteraan dengan sumber daya personal, hubungan interpersonal, dan lingkungan 

profesional. Analisis lintas negara oleh Kouhsari et al. (2023) turut menunjukkan relevansi 

faktor pada tingkat guru maupun sekolah. Dengan demikian, pengalaman kesejahteraan perlu 

dibaca dalam hubungan antara tenaga pelaksana dan sistem tempat ia bekerja. 

Di Indonesia, Hutasuhut et al. (2025) menguraikan persoalan pendapatan, beban 

kerja, dan dukungan profesi melalui kajian pustaka. Penelitian Filtri et al. (2025) menelaah 

keterkaitan kesejahteraan, stres kerja, dan kesehatan mental guru. Kedua penelitian tersebut 

memberikan konteks penting, tetapi tidak dapat digunakan untuk menganggap semua 

kelompok pendidik memiliki pola pengalaman yang sama. Penyuluh Kepercayaan 

menjalankan tugas khusus bagi kelompok peserta didik tertentu, berpindah antarsatuan 

pendidikan, dan berhadapan dengan pengaturan profesi yang perlu diperiksa melalui 

pengalaman konkret. Karakter ini membuat kajian kesejahteraan mereka memerlukan 

perhatian terhadap kedudukan kelembagaan, di samping kondisi ekonomi dan psikologis. 

Penelitian ini menggunakan teori kebutuhan Maslow dan teori pengakuan Honneth 

sebagai lensa interpretasi. Maslow (1943) membantu membaca kebutuhan penghidupan, 
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keamanan kerja, hubungan sosial, penghargaan, dan pengembangan diri. Hierarki kebutuhan 

tidak diperlakukan sebagai urutan yang kaku atau sebagai instrumen pengukuran tingkat 

kesejahteraan. Honneth (1995) digunakan untuk menelaah pengakuan dalam relasi sosial, 

hak, dan penghargaan atas kontribusi. Dalam konteks sekolah, kerangka ini memungkinkan 

pembedaan antara penerimaan terhadap keberadaan penyuluh dan dukungan kelembagaan 

atas kedudukannya. Penelitian Zhang et al. (2024) tentang kepemimpinan, pengakuan guru, 

dan kesejahteraan emosional serta Dreer-Göthe (2025) tentang apresiasi profesi memperkuat 

relevansi empiris persoalan pengakuan, meskipun keduanya berasal dari konteks yang 

berbeda. 

Hubungan kesejahteraan dan pembelajaran juga perlu dirumuskan secara hati-hati. 

Dreer (2023) menunjukkan keterkaitan kesejahteraan guru dengan sejumlah luaran pekerjaan 

dan pembelajaran, tetapi bukti yang mendukung penafsiran kausal masih terbatas. Meta-

analisis Dicke et al. (2026) menemukan hubungan yang relatif kecil hingga sedang dengan 

motivasi dan prestasi siswa serta menekankan sifat korelasional sebagian besar bukti. Dalam 

studi kasus ini, implikasi pembelajaran ditelaah melalui ketersediaan waktu, energi, bahan ajar, 

dukungan profesional, dan jangkauan layanan; penelitian tidak menguji pengaruh 

kesejahteraan terhadap skor hasil belajar. 

Kajian yang telah diuraikan memperlihatkan dua jalur pembahasan yang saling 

berdekatan: penelitian kesejahteraan guru dan penelitian akses Pendidikan Kepercayaan. 

Ruang yang masih perlu diperdalam adalah hubungan antara kondisi kerja tenaga pelaksana 

dan keberlanjutan layanan bagi peserta didik penghayat. Tinjauan Gámez-Genovart et al. 

(2025) mengenai penelitian kesejahteraan guru memperlihatkan kompleksitas dan 

fragmentasi bidang ini. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini terletak pada pembacaan 

kontekstual terhadap pertemuan kebutuhan hidup, pengakuan profesi, dan penyelenggaraan 

layanan, bukan pada klaim bahwa hubungan tersebut sama sekali belum pernah diteliti. 

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan pada tiga pertanyaan: 

bagaimana kondisi kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan yang mengajar di satuan pendidikan 

formal di Kabupaten Banjarnegara; faktor apa yang berkaitan dengan kondisi tersebut; dan 

bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan pembelajaran. Tujuan penelitian adalah 

menganalisis ketiga aspek tersebut secara terpadu. Hubungan yang ditelaah bersifat 

interpretatif dan kontekstual, sehingga penjelasan tentang faktor dan implikasi tidak 

dimaksudkan sebagai pengujian pengaruh statistik atau hubungan sebab akibat. 

METODE 

Desain dan batas kasus 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan 

dilaksanakan pada 2026 di Kabupaten Banjarnegara. Kasus yang ditelaah adalah 

kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan dalam pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti pada satuan pendidikan formal. Unit analisisnya 

adalah pengalaman kerja penyuluh dalam hubungannya dengan dukungan kelembagaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Sekolah merupakan lingkungan tempat tugas tersebut dijalankan, 

bukan unit yang dibandingkan untuk menentukan peringkat mutu. Desain ini digunakan 
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untuk memahami keterkaitan kondisi ekonomi, pengakuan, sarana, dan praktik mengajar 

dalam konteks lokal. 

Informan dan konteks penelitian 

Informan utama terdiri atas dua Penyuluh Kepercayaan yang aktif mengajar pada 

sekolah formal di Kabupaten Banjarnegara. Data awal Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 menyebutkan dua penyuluh aktif mengajar pada satuan 

pendidikan formal. Keduanya dipilih secara purposif dengan kriteria aktif mengajar di wilayah 

penelitian minimal dua tahun dan bersedia mengikuti penelitian. Pada saat penelitian, 

keduanya telah mengabdi lebih dari lima tahun. Kepala sekolah dilibatkan sebagai informan 

pendukung untuk memberikan informasi mengenai kedudukan penyuluh, dukungan sekolah, 

dan pelaksanaan pembelajaran. 

Pelibatan dua informan utama dibatasi pada pelaksana aktif yang teridentifikasi dalam 

konteks penelitian, sehingga tidak dimaksudkan mewakili populasi penyuluh secara nasional. 

Pertimbangan ini berhubungan dengan kekhususan informan dan fokus kasus, sebagaimana 

prinsip daya informasi dalam penelitian kualitatif yang dikemukakan Malterud et al. (2016). 

Jumlah informan tersebut tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk mengklaim 

kejenuhan data. 

Fokus dan pengumpulan data 

Pengumpulan data mengikuti tiga fokus penelitian. Kondisi kesejahteraan mencakup 

penghasilan dan pengeluaran operasional, kepastian status kerja, hubungan sosial, 

penghargaan profesi, fasilitas, serta pengembangan kompetensi. Faktor yang berkaitan 

dengan kesejahteraan ditelaah melalui pengalaman mengenai regulasi dan pengakuan 

kelembagaan, dukungan sarana dan pengembangan profesional, dukungan sekolah, serta 

kebutuhan ekonomi. Implikasi pembelajaran ditelusuri melalui pembagian waktu dan energi, 

penyediaan bahan ajar, pengembangan pembelajaran, mobilitas antarsekolah, dan 

keberlanjutan layanan. 

Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara dengan penyuluh menggali pengalaman penghasilan, pekerjaan tambahan, biaya 

pelaksanaan tugas, kedudukan di sekolah, kesempatan pelatihan, kendala pembelajaran, dan 

harapan terhadap dukungan profesi. Wawancara dengan kepala sekolah memberikan sudut 

pandang mengenai penerimaan penyuluh, fasilitas, insentif, serta kewenangan dan 

keterbatasan sekolah. Observasi diarahkan pada kegiatan mengajar, penggunaan sarana, dan 

interaksi penyuluh dengan peserta didik serta lingkungan sekolah. Informasi tentang status 

kerja dan pengembangan profesional diperiksa melalui wawancara dan dokumen, karena 

keduanya tidak dapat disimpulkan hanya dari pengamatan pembelajaran. 

Dokumentasi meliputi jadwal dan perangkat pembelajaran, bahan ajar, sertifikat 

kompetensi, surat tugas, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran. Ketiga teknik tersebut 

digunakan untuk melihat hubungan antara pengalaman yang disampaikan informan dan 

kondisi pelaksanaan tugas. Teori kebutuhan dan pengakuan menjadi lensa untuk menafsirkan 

hasil, bukan pengganti bukti empiris atau skala psikometrik kesejahteraan. 
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Analisis dan kredibilitas temuan 

Analisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014), yang mencakup 

kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dipilah menurut fokus kesejahteraan, faktor terkait, dan implikasi 

pembelajaran. Data selanjutnya disajikan secara naratif dan diringkas dalam tabel untuk 

memperlihatkan keterkaitan antaraspek. Kesimpulan ditarik dengan memeriksa kesamaan, 

perbedaan, serta hubungan informasi antarsumber dan antarteknik. 

Kredibilitas temuan diperiksa melalui triangulasi teknik, yakni membandingkan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melalui informasi pendukung dari kepala 

sekolah. Perbandingan tersebut terutama digunakan untuk menilai konsistensi informasi 

tentang pelaksanaan tugas, fasilitas, dan kedudukan penyuluh di sekolah. Pentingnya 

keterlacakan proses analisis sejalan dengan pembahasan Nowell et al. (2017). Pemeriksaan 

tersebut berfokus pada konsistensi hubungan antara data dan penafsiran. Istilah faktor paling 

menonjol merujuk pada tema yang berulang dan ditekankan informan, bukan hasil 

penghitungan bobot pengaruh. Implikasi pembelajaran dibatasi pada pengalaman kerja dan 

kondisi penyelenggaraan yang ditemukan, bukan ukuran perubahan prestasi peserta didik. 

HASIL PENELITIAN 

Kondisi Kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan di 

Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut terlihat pada beberapa 

aspek yang saling berkaitan, terutama kesejahteraan ekonomi, kepastian status kepegawaian, 

dukungan fasilitas, pengembangan profesional, dan pengakuan kelembagaan. Meskipun 

demikian, keterbatasan tersebut tidak membuat Penyuluh Kepercayaan menghentikan 

pelaksanaan pembelajaran. Kedua Penyuluh Kepercayaan tetap menjalankan tugas mengajar, 

menyusun bahan ajar, mengikuti pelatihan, dan memberikan pendampingan kepada peserta 

didik. Temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam konteks penelitian tidak dapat 

dijelaskan hanya berdasarkan jumlah honorarium, tetapi perlu dipahami sebagai kondisi 

multidimensional. 

Kesejahteraan ekonomi dan kepastian penghasilan 

Kondisi ekonomi merupakan salah satu persoalan yang paling nyata. Salah satu 

Penyuluh Kepercayaan menjelaskan bahwa honorarium yang diterima sebelumnya sebesar 

Rp300.000 per bulan dan kemudian meningkat menjadi Rp500.000 per bulan pada tahun 

2025. Walaupun terdapat kenaikan, penghasilan tersebut belum cukup untuk menjadi sumber 

penghidupan utama sehingga Penyuluh Kepercayaan tetap menjalankan pekerjaan lain 

sebagai petani dan pedagang. Penyuluh Kepercayaan lainnya juga menerima honorarium 

sekitar Rp500.000 per bulan serta memperoleh tambahan sekitar Rp150.000 dari salah satu 

satuan pendidikan, sementara pada sekolah dasar tidak terdapat tambahan insentif. Untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penyuluh Kepercayaan tersebut menjalankan usaha 

sampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai Penyuluh Kepercayaan belum 

memberikan kepastian penghasilan yang memadai. 

Keterbatasan ekonomi juga berhubungan dengan biaya operasional tugas. Mobilitas menuju 

beberapa satuan pendidikan, penggandaan bahan ajar, dan penyediaan media pembelajaran 
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sebagian masih ditanggung secara pribadi. Dengan demikian, sebagian pendapatan atau 

sumber daya pribadi Penyuluh Kepercayaan digunakan kembali untuk menunjang pekerjaan. 

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kesejahteraan ekonomi dengan 

kemampuan menyediakan sumber daya pembelajaran. 

Status kepegawaian dan pengakuan profesi 

Aspek kedua adalah kepastian status kepegawaian. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa Penyuluh Kepercayaan belum memiliki kontrak kerja atau Surat Keputusan 

pengangkatan dari sekolah maupun dinas terkait. Salah satu Penyuluh Kepercayaan 

menyampaikan bahwa dokumen yang dimiliki antara lain sertifikat Penyuluh Kepercayaan 

dari BNSP yang berlaku selama tiga tahun. Kepala sekolah juga menjelaskan bahwa Penyuluh 

Kepercayaan diposisikan sebagai guru bantu, guru pendamping, atau guru pengganti yang 

mengampu mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan. Dengan demikian, secara fungsional 

Penyuluh Kepercayaan telah menjalankan tugas pendidik, tetapi secara administratif belum 

memiliki kedudukan yang sama dengan tenaga pendidik tetap di sekolah. 

Hasil observasi dan dokumentasi memperkuat temuan tersebut. Penyuluh 

Kepercayaan hadir sesuai jadwal, menyampaikan materi, membimbing peserta didik, dan 

melakukan evaluasi pembelajaran. Dokumen berupa jadwal, surat tugas, perangkat 

pembelajaran, dan sertifikat kompetensi menunjukkan bahwa Penyuluh Kepercayaan 

memang diberi tanggung jawab dalam layanan pendidikan. Namun, tidak ditemukan 

dokumen yang menunjukkan pengangkatan sebagai guru tetap atau kontrak kerja dari sekolah 

maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara fungsi 

pendidikan yang dijalankan dan status administratif yang dimiliki. 

Sarana pembelajaran dan pengembangan profesional 

Sarana pembelajaran yang diterima Penyuluh Kepercayaan berbeda antar satuan 

pendidikan. Pada beberapa sekolah dasar, Penyuluh Kepercayaan masih mencetak bahan ajar 

secara mandiri karena buku pembelajaran belum tersedia. Pada sekolah menengah, fasilitas 

relatif lebih lengkap dan sekolah lebih bersedia memfasilitasi kebutuhan pembelajaran. 

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dukungan sarana belum terstandar dan masih 

dipengaruhi oleh kebijakan serta kemampuan masing-masing satuan pendidikan. 

Pengembangan profesional juga belum memiliki sistem yang rutin di tingkat 

kabupaten. Kedua Penyuluh Kepercayaan memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan 

yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

Masyarakat Adat, termasuk pelatihan mengenai implementasi kurikulum, perangkat 

pembelajaran, dan penguatan kompetensi. Salah satu Penyuluh Kepercayaan juga memiliki 

sertifikasi kompetensi dari BNSP. Namun, belum terdapat MGMP Pendidikan Kepercayaan 

secara resmi di tingkat kabupaten. Komunikasi antarpelaksana masih dilakukan melalui 

musyawarah dengan rekan sejawat, termasuk secara daring. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Penyuluh Kepercayaan memiliki inisiatif 

untuk mengembangkan kompetensi, tetapi sistem dukungan profesional belum terlembaga 

secara kuat. Sekolah pada dasarnya memberikan izin ketika Penyuluh Kepercayaan mengikuti 

kegiatan pelatihan di luar sekolah, tetapi belum mempunyai program pembinaan profesi yang 

khusus dan berkelanjutan. 
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Dukungan satuan pendidikan 

Satuan pendidikan pada dasarnya menerima keberadaan Penyuluh Kepercayaan dan 

memberikan ruang untuk melaksanakan pembelajaran. Dukungan tersebut berupa 

pemberian jadwal, penggunaan ruang atau fasilitas sekolah yang tersedia, serta izin mengikuti 

kegiatan pengembangan kompetensi. Kepala sekolah memandang Penyuluh Kepercayaan 

sebagai tenaga yang membantu sekolah memenuhi hak peserta didik penghayat untuk 

memperoleh pembelajaran sesuai keyakinannya. Namun, dukungan tersebut belum seragam 

dalam hal fasilitas dan insentif. 

Pada sekolah dasar yang menjadi lokasi penelitian, tidak terdapat insentif tambahan 

bagi Penyuluh Kepercayaan. Sementara itu, pada salah satu sekolah menengah terdapat 

tambahan sekitar Rp150.000 dari sekolah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa 

dukungan finansial masih bergantung pada kebijakan dan kemampuan masing-masing satuan 

pendidikan. Kepala sekolah juga menyampaikan bahwa keterbatasan dukungan finansial 

bukan semata-mata karena tidak adanya penghargaan terhadap Penyuluh Kepercayaan, 

melainkan berkaitan dengan keterbatasan kewenangan dan anggaran serta belum adanya 

mekanisme pendanaan khusus. 

Dukungan satuan pendidikan dengan demikian lebih bersifat fungsional daripada 

kesejahteraan yang komprehensif. Sekolah membuka akses agar pembelajaran berlangsung, 

tetapi belum dapat menjamin kebutuhan operasional, insentif, fasilitas khusus, dan 

pembinaan profesi. Temuan ini memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah 

dan satuan pendidikan agar pemenuhan layanan Pendidikan Kepercayaan tidak bergantung 

pada kapasitas individual sekolah. 

Sintesis kondisi kesejahteraan 

Secara keseluruhan, kondisi kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan memperlihatkan 

kombinasi antara keterbatasan objektif dan kekuatan subjektif. Di satu sisi, terdapat persoalan 

honorarium, ketidakpastian status, fasilitas yang belum merata, dan pengembangan profesi 

yang belum terstruktur. Di sisi lain, Penyuluh Kepercayaan tetap menunjukkan motivasi, 

kepuasan terhadap makna pengabdian, serta komitmen dalam melaksanakan tugas. Konteks 

Penyuluh Kepercayaan juga memperlihatkan persoalan pengakuan kelembagaan dan posisi 

profesi dalam sistem pendidikan formal. 

Dengan demikian, kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan dapat dipahami sebagai 

kondisi yang belum optimal, bukan sebagai keadaan tanpa kesejahteraan pada seluruh aspek. 

Dimensi ekonomi dan keamanan kerja masih lemah, sedangkan dimensi pengabdian, 

hubungan dengan peserta didik, dan motivasi menjalankan tugas relatif kuat. Kesenjangan 

antara dua dimensi tersebut menjadi karakter penting dari kondisi kesejahteraan Penyuluh 

Kepercayaan di Banjarnegara. 

Tabel 1. Ringkasan Temuan Kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan 

Aspek Temuan utama Implikasi 

Ekonomi Honorarium sekitar Rp500.000 
per bulan; sebagian Penyuluh 
Kepercayaan memperoleh 

Ketersediaan waktu dan sumber 
daya untuk tugas pendidikan 
terbagi dengan kebutuhan 
ekonomi. 
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Aspek Temuan utama Implikasi 

tambahan dari sekolah; masih 
ada pekerjaan sampingan. 

Status dan pengakuan Belum terdapat kepastian status 
kepegawaian di sekolah; 
Penyuluh Kepercayaan 
diposisikan sebagai guru 
bantu/pendamping. 

Muncul ketidakpastian kerja, 
perlindungan profesi, dan 
pengembangan karier. 

Sarana dan profesi Bahan ajar sebagian dicetak 
mandiri; belum ada MGMP 
resmi; pelatihan lebih banyak 
berasal dari pemerintah pusat. 

Inovasi dan pengembangan 
kompetensi lebih bergantung 
pada inisiatif individual. 

Dukungan sekolah Sekolah menerima dan 
memberi ruang mengajar, tetapi 
dukungan fasilitas dan insentif 
tidak seragam. 

Kualitas dukungan dapat 
berbeda antar satuan 
pendidikan. 

Komitmen Penyuluh Kepercayaan tetap 
mengajar, menyiapkan bahan 
ajar, mengikuti pelatihan, dan 
mendampingi peserta didik. 

Pembelajaran tetap berlangsung 
meskipun dukungan sistemik 
belum optimal. 

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesejahteraan 

Analisis data menunjukkan empat kelompok faktor yang paling jelas berkaitan 

dengan kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan, yaitu regulasi dan pengakuan kelembagaan, 

dukungan sarana dan pengembangan profesional, dukungan satuan pendidikan, serta faktor 

ekonomi. Keempatnya saling berhubungan. Faktor ekonomi memengaruhi kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar, sementara regulasi menentukan kepastian status dan mekanisme 

dukungan. Sarana dan pengembangan profesional menentukan kemampuan menjalankan 

pekerjaan secara efektif, sedangkan satuan pendidikan menjadi lingkungan langsung tempat 

layanan pembelajaran dilaksanakan. 

Regulasi dan pengakuan kelembagaan 

Regulasi dan pengakuan kelembagaan merupakan faktor yang paling menonjol 

berdasarkan penekanan dan pengulangan tema dalam wawancara. Penyuluh Kepercayaan 

berulang kali menempatkan persoalan kebijakan, status, dan pengakuan pemerintah sebagai 

hambatan mendasar. Salah satu Penyuluh Kepercayaan menyampaikan bahwa persoalan 

utama terletak pada belum adanya kebijakan yang secara khusus dan berpihak pada 

peningkatan kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan. Penyuluh Kepercayaan lainnya 

menjelaskan bahwa dukungan dinas pendidikan di daerah lebih banyak berupa pemberian 

ruang, sementara mekanisme untuk memperkenalkan layanan pendidikan kepercayaan secara 

lebih luas kepada sekolah belum berjalan secara nyata. 

Sarana dan pengembangan profesional 

Keterbatasan sarana dan pengembangan profesional menjadi faktor kedua. Penyuluh 

Kepercayaan masih perlu menyediakan sebagian bahan ajar dan media secara mandiri, 

sementara kesempatan mengikuti pelatihan belum berlangsung secara rutin di tingkat daerah. 

Belum adanya MGMP khusus Pendidikan Kepercayaan juga membuat pertukaran 
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pengalaman dan pengembangan perangkat pembelajaran lebih banyak dilakukan secara 

informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesionalisasi Penyuluh Kepercayaan 

belum sepenuhnya didukung oleh sistem pembinaan yang berkelanjutan. 

Dukungan satuan pendidikan 

Dukungan satuan pendidikan menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi 

pengalaman kerja Penyuluh Kepercayaan. Sekolah telah menerima keberadaan Penyuluh 

Kepercayaan dan memberikan kesempatan untuk mengajar. Namun, bentuk dukungan tidak 

seragam. Pada satu sekolah, dukungan lebih terbatas pada penggunaan fasilitas dan ruang 

pembelajaran, sedangkan pada sekolah lain terdapat tambahan insentif dan fasilitas yang lebih 

lengkap. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dukungan kesejahteraan belum menjadi 

sistem yang seragam. 

Keterbatasan kewenangan dan anggaran sekolah menjadi bagian penting dari 

penjelasan tersebut. Kepala sekolah dalam penelitian menyampaikan bahwa sekolah 

membutuhkan dasar kebijakan dan mekanisme pendanaan yang jelas untuk memberikan 

dukungan kesejahteraan kepada Penyuluh Kepercayaan. Artinya, peningkatan kesejahteraan 

tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada sekolah karena struktur pengelolaan Penyuluh 

Kepercayaan berada dalam hubungan yang lebih luas dengan pemerintah dan lembaga terkait. 

Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi tetap menjadi bagian penting meskipun bukan faktor yang paling 

dominan dalam keseluruhan data. Honorarium yang terbatas membuat Penyuluh 

Kepercayaan perlu memiliki pekerjaan tambahan. Keterbatasan tersebut juga diperkuat oleh 

biaya transportasi dan kebutuhan pembelajaran yang sebagian dibiayai secara pribadi. 

Namun, penelitian ini menunjukkan nuansa yang berbeda. Informan tidak 

menempatkan ekonomi sebagai satu-satunya atau bahkan faktor utama. Persoalan status dan 

pengakuan kelembagaan muncul lebih kuat dalam wawancara. Hal ini berarti peningkatan 

honorarium saja belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan Penyuluh 

Kepercayaan. Perbaikan perlu berjalan bersamaan dengan kepastian status, pengakuan 

profesi, dukungan fasilitas, pengembangan kompetensi, dan koordinasi kelembagaan. 

Implikasi Kesejahteraan terhadap Pelaksanaan Pembelajaran 

Kondisi kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan memiliki implikasi terhadap 

pembelajaran, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat langsung dan sederhana. Kesejahteraan 

yang belum optimal tidak menyebabkan layanan Pendidikan Kepercayaan berhenti. 

Sebaliknya, kedua Penyuluh Kepercayaan tetap melaksanakan pembelajaran secara konsisten. 

Namun, keterbatasan kesejahteraan memengaruhi sumber daya yang tersedia untuk 

mengembangkan pembelajaran, terutama waktu, energi, biaya operasional, fasilitas, dan 

kesempatan pengembangan profesional. 

Ketersediaan waktu dan sumber daya pembelajaran 

Keterbatasan ekonomi membuat Penyuluh Kepercayaan harus membagi waktu 

antara mengajar dan pekerjaan tambahan. Salah satu Penyuluh Kepercayaan menjalankan 

pekerjaan sebagai petani dan pedagang, sedangkan Penyuluh Kepercayaan lainnya 

menjalankan usaha sampingan selain mengajar di beberapa satuan pendidikan. Mobilitas 
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tersebut berarti sebagian waktu dan energi harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi. Di sisi lain, Penyuluh Kepercayaan tetap menyiapkan bahan ajar dan menjalankan 

pembelajaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa komitmen tetap ada, tetapi sumber daya 

untuk pengembangan pembelajaran menjadi lebih terbatas. 

Biaya transportasi juga menjadi persoalan karena Penyuluh Kepercayaan melayani 

beberapa satuan pendidikan. Selain itu, ketika buku ajar atau media tidak tersedia, Penyuluh 

Kepercayaan menggunakan sumber daya pribadi untuk menggandakannya. Dengan 

demikian, implikasi kondisi kesejahteraan tampak pada keterbatasan ruang waktu dan sumber 

daya yang dapat dialokasikan untuk persiapan, evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. 

Pengembangan dan inovasi pembelajaran 

Implikasi kedua berkaitan dengan pengembangan pembelajaran. Belum adanya 

MGMP resmi, terbatasnya fasilitas, dan belum rutinnya pembinaan profesional menyebabkan 

inovasi pembelajaran banyak bergantung pada inisiatif pribadi Penyuluh Kepercayaan. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa Penyuluh Kepercayaan tetap mampu menyiapkan materi, 

metode, dan media sesuai kebutuhan peserta didik, tetapi sebagian perangkat dan bahan 

pembelajaran dikembangkan secara mandiri. 

Kondisi tersebut menunjukkan dua sisi. Pada satu sisi, inisiatif Penyuluh Kepercayaan 

menjadi kekuatan yang menjaga pembelajaran tetap berjalan. Pada sisi lain, ketergantungan 

pada inisiatif individual membuat pengembangan pembelajaran belum memiliki jaminan 

keberlanjutan. Jika pelatihan, forum profesional, dan dukungan sarana tidak tersedia secara 

rutin, maka pengembangan kompetensi dan inovasi dapat berjalan tidak merata. 

Pemerataan layanan 

Jumlah Penyuluh Kepercayaan yang terbatas juga berimplikasi terhadap pemerataan 

layanan. Seorang Penyuluh Kepercayaan dapat melayani beberapa satuan pendidikan 

sehingga jadwal pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kondisi 

geografis dan jarak antarsatuan pendidikan menambah beban mobilitas. Keterbatasan jumlah 

tenaga bukan hanya persoalan kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan, tetapi juga berkaitan 

dengan pemenuhan hak peserta didik penghayat untuk memperoleh layanan pembelajaran. 

Temuan tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik perlu dilihat 

sebagai bagian dari kualitas layanan pendidikan. Ketika tenaga pendidik harus membagi 

waktu secara besar antara pekerjaan pendidikan dan pekerjaan tambahan, kapasitas untuk 

memberikan pendampingan dan pengembangan pembelajaran dapat menjadi lebih terbatas. 

Oleh karena itu, keberadaan Penyuluh Kepercayaan yang cukup, dukungan operasional, dan 

sistem pengembangan profesional merupakan bagian dari upaya menjaga pemerataan 

layanan. 

Keberlanjutan layanan dan peran dedikasi 

Temuan yang paling menonjol adalah kuatnya dedikasi Penyuluh Kepercayaan. 

Meskipun kesejahteraan objektif belum optimal, kedua Penyuluh Kepercayaan tetap 

mengajar, menyusun bahan ajar, mengikuti pelatihan, dan berusaha memenuhi kebutuhan 

peserta didik. Dalam hal ini, keberlangsungan pembelajaran saat ini banyak ditopang oleh 

komitmen individual. 
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Namun, dedikasi individual tidak dapat dipandang sebagai pengganti dukungan 

sistemik. Jika keberlanjutan layanan terlalu bergantung pada kemampuan Penyuluh 

Kepercayaan untuk menanggung biaya pribadi, membagi waktu dengan pekerjaan lain, dan 

mencari sendiri sumber pengembangan kompetensi, maka keberlanjutan jangka panjang 

menjadi rentan. Karena itu, kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan perlu dipahami sebagai 

bagian dari infrastruktur sosial dan kelembagaan pendidikan, bukan hanya sebagai manfaat 

personal bagi tenaga pendidik. 

PEMBAHASAN 

Kesejahteraan sebagai kondisi kerja yang multidimensional 

Kondisi kedua penyuluh menunjukkan bahwa rendahnya honorarium berhubungan 

dengan persoalan yang lebih luas daripada kecukupan pendapatan. Pekerjaan tambahan, 

pembiayaan transportasi, dan penggandaan bahan ajar memperlihatkan pertemuan antara 

kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pelaksanaan tugas. Sumber daya yang sama dipakai 

untuk mempertahankan penghidupan sekaligus menyelenggarakan pembelajaran. Dalam 

konteks ini, kenaikan honorarium dari Rp300.000 menjadi Rp500.000 pada salah satu 

informan tetap menyisakan persoalan karena pekerjaan belum menjadi sumber penghidupan 

utama dan sebagian kebutuhan mengajar masih ditanggung sendiri. 

Temuan tersebut beririsan dengan kajian Hutasuhut et al. (2025) tentang keterbatasan 

kesejahteraan guru di Indonesia. Namun, keterbatasan ekonomi tidak boleh langsung 

disamakan dengan gangguan psikologis. Filtri et al. (2025) menelaah hubungan kesejahteraan, 

stres, dan kesehatan mental menggunakan pengukuran kuantitatif; studi Banjarnegara tidak 

melakukan pengukuran serupa. Kontribusi kasus ini terletak pada penjelasan tentang 

bagaimana keterbatasan penghasilan muncul dalam pengalaman menjalankan tugas, terutama 

ketika kebutuhan operasional pendidikan harus dipenuhi dari sumber daya pribadi. 

Perspektif kebutuhan Maslow (1943) membantu menjelaskan pentingnya 

penghidupan dan rasa aman, tetapi temuan mengingatkan agar hierarki kebutuhan tidak 

dibaca secara mekanis. Kedua penyuluh tetap menunjukkan pengabdian dan pengembangan 

diri ketika kebutuhan ekonomi dan kepastian kerja belum memadai. Komitmen tersebut 

memperlihatkan bahwa kebutuhan material, hubungan sosial, penghargaan, dan makna 

pekerjaan dapat hadir bersamaan. Pekerjaan tetap bermakna bagi pelaksananya meskipun 

kondisi objektifnya terbatas; makna tersebut tidak menghapus kebutuhan dukungan material. 

Penafsiran ini sesuai dengan pendekatan multidimensional dalam Hascher dan Waber 

(2021), Ozturk et al. (2024), serta Kurrle dan Warwas (2025). Ketiganya menyediakan alasan 

untuk membedakan kondisi kerja, pengalaman kesejahteraan, dan perilaku profesional. 

Dalam kasus ini, keberlangsungan mengajar merupakan bukti komitmen, sedangkan 

honorarium, status kerja, dan fasilitas menggambarkan dukungan yang tersedia. Keduanya 

perlu dibaca bersama agar dedikasi tidak menutupi kerentanan pekerjaan atau, sebaliknya, 

keterbatasan ekonomi tidak menghapus pengakuan terhadap agensi penyuluh. 

Kesenjangan antara pengakuan fungsional dan kelembagaan 

Temuan mengenai jadwal mengajar, perangkat pembelajaran, evaluasi, dan surat 

tugas memperlihatkan bahwa sekolah mengakui fungsi pendidikan yang dijalankan penyuluh. 

Akan tetapi, tidak ditemukannya kontrak kerja atau dokumen pengangkatan tetap pada kasus 
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yang diteliti menunjukkan keterbatasan bentuk pengakuan administratif. Sertifikat 

kompetensi membuktikan pengakuan terhadap kompetensi tertentu, sedangkan kepastian 

hubungan kerja memerlukan dasar dan dokumen yang berbeda. Karena itu, kompetensi 

tersertifikasi tidak dapat dianggap otomatis menjamin kedudukan kepegawaian. 

Melalui Honneth (1995), kesenjangan tersebut dapat dipahami sebagai perbedaan 

antara penghargaan atas kontribusi dan pengakuan yang diwujudkan dalam hak serta 

kedudukan kelembagaan. Sekolah dapat menghargai penyuluh dan membutuhkan perannya, 

tetapi penghargaan itu belum tentu disertai kewenangan, anggaran, atau mekanisme 

dukungan yang memadai. Kerangka pengakuan dalam penelitian ini terutama menjelaskan 

hubungan antara hak dan penghargaan sosial; data tidak cukup untuk menelaah seluruh ranah 

relasi personal dalam teori Honneth. 

Penelitian Zhang et al. (2024) menunjukkan relevansi pengakuan sosial dalam 

hubungan antara kepemimpinan dan kesejahteraan emosional guru. Dreer-Göthe (2025) juga 

menempatkan apresiasi dalam kaitannya dengan kepuasan kerja, kelelahan emosional, dan 

niat meninggalkan pekerjaan. Meskipun studi-studi tersebut tidak meneliti Penyuluh 

Kepercayaan, keduanya membantu menjelaskan mengapa penghargaan merupakan persoalan 

substantif. Kasus Banjarnegara menambahkan bahwa penghargaan dalam relasi sehari-hari 

perlu diperiksa bersama kepastian kedudukan dan dukungan operasional, bukan cukup dinilai 

dari penerimaan sosial di sekolah. 

Menonjolnya tema regulasi dan pengakuan kelembagaan dalam wawancara tidak 

berarti bahwa pengaruhnya secara statistik lebih besar daripada pendapatan. Tema tersebut 

lebih tepat dipahami sebagai cara informan menghubungkan sejumlah keterbatasan: status, 

dukungan ekonomi, pembinaan, dan koordinasi. Penelitian Armayanto et al. (2023) memberi 

konteks mengenai distribusi hak layanan bagi penghayat. Dalam penelitian ini, perhatian 

diarahkan pada tenaga yang membuat hak tersebut terlaksana. Pengakuan terhadap hak 

peserta didik dan dukungan terhadap pelaksana layanan merupakan dua persoalan yang saling 

berkaitan. 

Dukungan sekolah dan ketimpangan sumber daya pembelajaran 

Perbedaan tambahan insentif dan fasilitas antarsekolah memperlihatkan bahwa 

pengalaman kesejahteraan juga dibentuk oleh lingkungan kerja langsung. Penerimaan sekolah 

menyediakan ruang bagi pembelajaran, tetapi tidak selalu menjamin keseragaman dukungan. 

Temuan kepala sekolah mengenai keterbatasan kewenangan dan anggaran menjelaskan 

mengapa persoalan ini tidak memadai apabila dipersempit menjadi kemauan individual 

pimpinan sekolah. Dukungan relasional dapat tersedia ketika dukungan finansial dan 

administratif masih terbatas. 

Penelitian Dreer (2022) menghubungkan kesejahteraan guru dengan iklim sekolah 

dan penyesuaian pekerjaan, sementara Kouhsari et al. (2023) menelaah faktor pada tingkat 

guru dan sekolah. Haw et al. (2024) menyoroti pentingnya dukungan keterhubungan dalam 

pengalaman kesejahteraan. Studi-studi tersebut memperjelas bahwa relasi kerja yang 

mendukung merupakan sumber daya penting, tetapi konteks Banjarnegara memperlihatkan 

batasnya: hubungan baik dengan sekolah tidak dengan sendirinya menyediakan buku, biaya 

perjalanan, insentif, atau pembinaan profesi. 
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Perspektif tuntutan dan sumber daya pekerjaan membantu membaca pertemuan 

beban tugas dan dukungan tersebut. Nwoko et al. (2023) serta Zhou et al. (2024) 

menunjukkan bahwa kesejahteraan terkait dengan faktor pekerjaan dan sumber daya yang 

tersedia. Wang (2024) secara khusus mengkaji beban kerja, dukungan organisasi, dan 

keterikatan kerja. Pada kasus ini, mengajar di beberapa sekolah, mencari tambahan 

pendapatan, serta menanggung sebagian biaya pembelajaran merupakan tuntutan yang 

ditemui bersama dukungan yang belum seragam. Kerangka tersebut digunakan sebagai 

pembanding literatur, tanpa mengklaim bahwa penelitian ini telah menguji model tuntutan 

dan sumber daya secara kuantitatif. 

Perbedaan dukungan juga relevan dengan kajian layanan penghayat. Noviana (2023) 

dan Novianto dan Indrianingrum (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan 

memerlukan dukungan pemerintah daerah dan sekolah. Kasus Banjarnegara memperlihatkan 

pembelajaran yang telah berjalan, sehingga situasinya tidak dapat disamakan dengan 

ketiadaan akses pada lokasi penelitian lain. Persamaannya terletak pada kebutuhan sumber 

daya dan koordinasi; kekhususannya terletak pada biaya serta penyesuaian yang ditanggung 

penyuluh agar layanan yang sudah tersedia tetap berlangsung. 

Pengembangan profesional sebagai tanggung jawab bersama 

Kesempatan mengikuti pelatihan pemerintah pusat menunjukkan bahwa penyuluh 

memiliki akses terhadap penguatan kompetensi. Namun, belum adanya MGMP resmi di 

tingkat kabupaten membuat pertukaran pengalaman dan pengembangan perangkat lebih 

bergantung pada komunikasi informal. Persoalannya bukan ketiadaan seluruh kegiatan 

profesional, melainkan belum kuatnya kesinambungan pembinaan di lingkungan kerja lokal. 

Pelatihan sesekali dan forum kolegial yang rutin menjalankan fungsi berbeda dan dapat saling 

melengkapi. 

Thien dan Liu (2024) menunjukkan hubungan kepemimpinan guru, pemenuhan 

kebutuhan psikologis, dan dimensi kesejahteraan. Penelitian Wang, Gao, et al. (2024) 

menelaah peran kepuasan mengajar dan resiliensi dalam hubungan efikasi diri dan 

kesejahteraan. Kedua kajian tersebut memberi dasar untuk memandang pengembangan 

kompetensi sebagai bagian dari pengalaman profesional yang bermakna. Namun, 

kemampuan individual baru dapat digunakan secara lebih berkelanjutan apabila ada 

kesempatan belajar, perangkat pendukung, dan ruang kolaborasi. Kompetensi yang dimiliki 

penyuluh tidak menghilangkan kebutuhan akan pembinaan yang terorganisasi. 

Kajian Sahli Lozano et al. (2025) mengenai efikasi kolektif guru menunjukkan 

keterkaitannya dengan luaran pekerjaan dan kesehatan. Temuan ini memberi alasan untuk 

mempertimbangkan forum antarpelaksana, tetapi tidak membuktikan bahwa pembentukan 

MGMP saja akan memperbaiki kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan. Mengingat hanya dua 

penyuluh aktif teridentifikasi dalam kasus ini, forum lintaswilayah dapat menjadi pilihan yang 

perlu dinilai kelayakannya bersama pelaksana. Forum tersebut dapat diarahkan pada berbagi 

bahan ajar, pembahasan pengalaman mengajar, dan koordinasi kebutuhan pembelajaran, 

tanpa menjadikannya beban administratif tambahan. 

 Komunikasi daring yang sudah dilakukan dapat mendukung pertukaran tersebut. 

Meski demikian, tinjauan Lillelien dan Jensen (2025) menunjukkan bahwa intervensi digital 
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bagi kesejahteraan profesional guru tetap memerlukan perhatian pada komponen program 

dan sistem pendukung. Karena itu, rekomendasi forum daring tidak cukup berhenti pada 

penyediaan grup komunikasi. Jadwal yang memungkinkan, pendampingan, akses bahan, dan 

dukungan pelaksanaan tetap diperlukan. Teknologi merupakan sarana memperluas akses, 

sedangkan keberlanjutan pembinaan memerlukan penanggung jawab kelembagaan. 

Dedikasi dan batas penafsiran implikasi pembelajaran 

 Dedikasi kedua penyuluh menjelaskan mengapa pembelajaran tetap berjalan ketika 

dukungan terbatas. Mereka tetap menyiapkan bahan, mengikuti pelatihan, dan mendampingi 

peserta didik. Dreer (2024) menunjukkan relevansi pengalaman emosi positif di tempat kerja 

terhadap kepuasan kerja guru. Penelitian Wang, Yang, et al. (2024) juga mengkaji hubungan 

motivasi mengajar, otonomi, relasi guru–siswa, dan kelelahan emosional. Literatur tersebut 

membantu menafsirkan pentingnya makna dan hubungan dalam pekerjaan, tetapi tidak dapat 

dijadikan dasar untuk menetapkan tingkat kepuasan atau kelelahan psikologis kedua 

informan yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

Penelitian Chang et al. (2022) menggarisbawahi relevansi dukungan otonomi dan 

regulasi emosi dalam konteks kelelahan guru. Relevansinya bagi kasus ini berada pada 

kebutuhan lingkungan kerja yang mendukung, bukan pada pemindahan temuan masa 

pandemi ke Pendidikan Kepercayaan. Keberlanjutan mengajar tidak membuktikan bahwa 

tuntutan pekerjaan tidak membebani. Demikian pula, adanya pekerjaan tambahan tidak 

dengan sendirinya membuktikan bahwa pembelajaran gagal. Bukti penelitian justru 

menunjukkan berlangsungnya layanan bersama keterbatasan waktu, energi, dan sumber daya. 

Implikasi yang paling dekat dengan data adalah terbatasnya ruang untuk persiapan, 

pengembangan media, dan pembinaan profesional, serta meningkatnya kebutuhan 

koordinasi akibat mobilitas antarsekolah. Belum tersedia pengukuran prestasi siswa atau 

perbandingan kualitas pembelajaran yang memungkinkan simpulan tentang besarnya 

dampak. Tinjauan Dreer (2023) dan meta-analisis Dicke et al. (2026) mendukung pentingnya 

membedakan hubungan yang ditemukan dari penjelasan sebab akibat. Penelitian ini karena 

itu menempatkan kesejahteraan sebagai kondisi penunjang pelaksanaan pembelajaran, bukan 

penyebab tunggal mutu hasil belajar. 

Meta-analisis Madigan dan Kim (2021) menghubungkan kelelahan kerja, kepuasan 

kerja, dan niat guru meninggalkan profesi. Temuan tersebut menjelaskan relevansi isu 

keberlanjutan tenaga pendidikan, tetapi tidak menunjukkan bahwa kedua penyuluh dalam 

kasus ini berniat berhenti. Kerentanan yang dapat dibahas adalah ketergantungan layanan 

pada kesediaan pelaksana menanggung biaya dan membagi waktu. Apabila dukungan tetap 

bergantung pada kapasitas personal, kesinambungan layanan menghadapi ketidakpastian 

yang belum dapat dinilai hanya dari pembelajaran yang berlangsung saat penelitian. 

Kontribusi dan arah penguatan kelembagaan 

Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan tentang pertemuan antara 

kesejahteraan pelaksana dan pemenuhan layanan Pendidikan Kepercayaan. Tiga lapis 

persoalan terlihat saling berhubungan: kebutuhan penghidupan dan keamanan kerja; 

pengakuan serta dukungan kelembagaan; dan sumber daya untuk menjalankan pembelajaran. 

Hubungan tersebut merupakan sintesis interpretatif atas kasus, bukan model kausal yang 
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telah diuji. Kajian mutakhir Gámez-Genovart et al. (2025) memperlihatkan perlunya 

perhatian terhadap keragaman konteks kesejahteraan guru; kasus ini memberikan penjelasan 

pada kelompok pelaksana layanan yang memiliki tugas dan kedudukan khusus. 

Arah perbaikan perlu mencakup dukungan material dan pengorganisasian pekerjaan. 

Pemerintah dan lembaga terkait perlu menelaah dasar penugasan, pembagian tanggung 

jawab, kebutuhan operasional, serta mekanisme dukungan yang sesuai kewenangan. Satuan 

pendidikan dapat memperkuat koordinasi jadwal, akses bahan ajar, penggunaan fasilitas, dan 

pencatatan kebutuhan penyuluh. Rekomendasi ini tidak mengasumsikan bahwa pengakuan 

layanan secara otomatis memberikan jalur pengangkatan tertentu atau bahwa seluruh 

pembiayaan menjadi kewenangan sekolah. Kejelasan pengaturan diperlukan agar dukungan 

dapat dilaksanakan secara konsisten. 

Program pengembangan profesional juga perlu disusun bersama penyuluh. Beames 

et al. (2024) menekankan kebutuhan hubungan staf, kepemimpinan yang mendukung, dan 

keterampilan praktis dalam perancangan program kesejahteraan. Dreer dan Gouasé (2022), 

Beames et al. (2023), serta Avola et al. (2025) menunjukkan beragam pendekatan intervensi 

dan pentingnya kesesuaian program dengan konteks. Implikasinya bagi kasus ini adalah 

bahwa pelatihan pengelolaan diri atau motivasi tidak cukup untuk menjawab ketidakpastian 

status dan keterbatasan biaya. Dukungan individual perlu berjalan bersama perbaikan kondisi 

kerja yang menjadi sumber persoalan. 

Penelitian ini terbatas pada dua penyuluh aktif dan informasi pendukung kepala 

sekolah di Kabupaten Banjarnegara. Tidak tersedia pengukuran kesejahteraan psikologis, 

hasil belajar peserta didik, maupun pembandingan sistematis antardaerah. Penonjolan tema 

regulasi dan pengakuan bersumber dari penekanan dalam wawancara, bukan estimasi bobot 

pengaruh. Penelitian juga belum menjelaskan secara longitudinal perubahan dukungan dan 

keberlanjutan layanan. Dengan batas tersebut, temuan memberikan pemahaman kontekstual 

yang dapat menjadi dasar pertanyaan penelitian lanjutan mengenai kedudukan pelaksana, 

pengorganisasian dukungan, dan pengalaman belajar peserta didik. 

KESIMPULAN 

Kesejahteraan Penyuluh Kepercayaan yang mengajar pada satuan pendidikan formal 

di Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya optimal. Keterbatasannya meliputi 

honorarium dan kepastian penghasilan, status kerja, pengakuan kelembagaan, sarana 

pembelajaran, serta pembinaan profesional. Kedua penyuluh telah menjalankan fungsi 

pendidikan dan memperoleh penerimaan sekolah, tetapi dukungan terhadap kedudukan serta 

pelaksanaan tugasnya belum sebanding dengan tanggung jawab yang dijalankan. Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa kesejahteraan perlu dipahami melalui kebutuhan material, keamanan 

kerja, hubungan sosial, dan pengakuan profesi secara bersamaan. 

Faktor yang berkaitan dengan kondisi tersebut mencakup regulasi dan pengakuan 

kelembagaan, sarana dan pengembangan profesional, dukungan satuan pendidikan, serta 

ekonomi. Regulasi dan pengakuan merupakan tema yang paling menonjol dalam pengalaman 

informan, tanpa menunjukkan besaran pengaruh kausal. Keterbatasan kesejahteraan tidak 

menghentikan pembelajaran, tetapi berkaitan dengan pembagian waktu dan energi, 

pembiayaan operasional, kesempatan pengembangan pembelajaran, serta jangkauan layanan. 
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Penelitian ini tidak memberikan dasar untuk menyimpulkan penurunan hasil belajar siswa 

atau niat penyuluh meninggalkan pekerjaan. 

Penguatan layanan memerlukan dukungan yang terkoordinasi terhadap tenaga pelaksananya, 

meliputi kejelasan kedudukan dan penugasan, dukungan ekonomi serta operasional, akses 

sarana, dan pembinaan profesional berkelanjutan. Dedikasi penyuluh merupakan kekuatan 

yang menjaga layanan tetap berjalan, tetapi perlu ditopang oleh pengaturan kelembagaan yang 

konsisten. Kesimpulan ini berlaku pada kasus yang diteliti dan dapat menjadi dasar 

pengkajian lebih lanjut pada wilayah serta kelompok pelaksana lain. 
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